
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 29 TAHUN 2021  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN  

NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  

UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan pelatihan di 

Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara 

Barat perlu dilakukan peralihan pengelolaan Balai 

Pelatihan Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat 

menjadi unit pelaksana teknis di lingkungan 

Kementerian Kesehatan; 

b. bahwa peralihan pengelolaan Balai Pelatihan Kesehatan

Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mendapatkan

rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Otonomi

Daerah Nomor 440/3750/SJ tanggal 1 Juli 2021;

c. bahwa dengan peralihan pengelolaan Balai Pelatihan

Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 50 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan

Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan perlu

disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan

hukum;
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d. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit 

pelaksana teknis bidang pelatihan kesehatan di 

lingkungan Kementerian Kesehatan telah mendapatkan 

persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor 

B/718/M.KT.01/2021 tanggal 30 Juli 2021; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, serta 

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 50 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan 

Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 
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atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6477); 

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang 

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 83); 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2018 

tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang 

Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Badan 

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya 

Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1124); 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1146); 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan 

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1518); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan    : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN 

NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA 

KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN 

KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

KESEHATAN.  

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 50 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di 
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Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1518) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 3 

(1) UPT Bidang Pelatihan Kesehatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan klasifikasi. 

(2) Klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

berdasarkan penilaian dari hasil evaluasi beban 

kerja dan kriteria klasifikasi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. balai besar pelatihan kesehatan; dan 

b. balai pelatihan kesehatan. 

(4) Balai besar pelatihan kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a berjumlah 3 (tiga) 

balai besar. 

(5) Balai pelatihan kesehatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf b berjumlah 4 (empat) balai. 

 

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 8 

Subbagian administrasi umum mempunyai tugas 

melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, 

dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik 

negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata 

laksana, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan 

kerumahtanggaan balai besar pelatihan kesehatan. 
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3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 13 

Subbagian administrasi umum mempunyai tugas 

melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, 

dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik 

negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata 

laksana, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan 

kerumahtanggaan balai besar pelatihan kesehatan 

 

4. Ketentuan huruf b Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 27 

Klasifikasi dan kedudukan UPT Bidang Pelatihan 

Kesehatan terdiri atas: 

a. balai besar pelatihan kesehatan berlokasi di 

Jakarta, Ciloto, dan Makassar; dan 

b. balai pelatihan kesehatan berlokasi di Cikarang, 

Semarang, Batam, dan Mataram. 

 

5. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:   

 

Pasal 34 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. seluruh pejabat di lingkungan UPT Bidang Pelatihan 

Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 39 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan 

Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan 

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 

Kementerian Kesehatan, tetap menjalankan tugas dan 

fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat, 

koordinator, dan/atau sub-koordinator pelaksana 

jdih.kemkes.go.id



- 6 - 
 

  
  

fungsi pelayanan fungsional berdasarkan Peraturan 

Menteri ini; 

b. seluruh pejabat di lingkungan Balai Pelatihan 

Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan 

Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Dinas pada Dinas-dinas Daerah dan Unit Pelaksana 

Teknis Badan pada Badan-badan Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Dinas pada Dinas-dinas Daerah dan Unit Pelaksana 

Teknis Badan pada Badan-badan Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, tetap menjalankan tugas dan 

fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat dan 

koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional 

berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan 

c. pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Balai 

Pelatihan Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat 

dibebankan pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat sampai dengan Desember 2021. 

 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

 

 

 

 

 

jdih.kemkes.go.id



- 7 - 
 

  
  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 6 Oktober 2021 

  

MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

              ttd.  

 

       BUDI G. SADIKIN 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 21 Oktober 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 ttd. 

  

BENNY RIYANTO 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1176 
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